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ABSTRAK 
 

 

Non-Fungible Token merupakan salah satu jenis Aset Kripto. Potensi Pajak 
pada Non-Fungible Token timbul akibat adanya potensi keuntungan yang 
didapatkan seseorang dari Non-Fungible Token juga dapat menambah 
pemasukan kas negara melalui pajak. Namun hingga saat ini belum ada 
peraturan yang mengatur secara jelas mengenai Non-Fungible Token. Tidak 
adanya pengaturan yang jelas tentang Non-Fungible Token di Indonesia 
dapat menjadi kerugian bagi negara dikarenakan adanya potensi 
bertambahnya kas negara melalui pajak yang hilang akibat belum diaturnya 
ketentuan Non-Fungible Token. penelitian ini membahas Pengaturan 
Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Non-Fungible Token dan 
Keabsahan Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Non-Fungible Token. 
Penulisan ini menggunakan tipe penelitian Doctrinal research dengan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual 
dengan tujuan menganalisis peraturan yang berkaitan dengan Pajak 
Penghasilan sehubungan dengan transaksi Non-Fungible Token. Dari 
penelitian diambil kesimpulan bahwa regulasi mengenai Non-Fungible 
Token diatur sebatas Aset Kripto yang berdampak pada kekaburan serta 
kekosongan hukum dalam menentukan dasar pengenaan dan tarif pajak 
yang dikenakan. Sehingga dibutuhkan pengaturan khusus untuk 
menetapkan dasar pengenaan beserta tarif yang dikenakan terhadap 
penghasilan yang diterima dan diperoleh sehubungan dengan transaksi Non-
Fungible Token. 
 
Kata Kunci: Non-Fungible Token, Pajak, Pajak Penghasilan 
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ABSTRACT 
 

 

Non-Fungible Token is a type of Crypto Asset. Potential Taxes on Non-
Fungible Tokens arise due to the potential benefits that a person gets from 
Non-Fungible Tokens can also increase state treasury income through taxes. 
However, until now there are no regulations that clearly regulate Non-
Fungible Tokens. The absence of clear regulations regarding Non-Fungible 
Tokens in Indonesia can be a loss for the state due to the potential for 
increasing state treasury through lost taxes due to the non-regulated 
provisions of Non-Fungible Tokens. This study discusses the Regulation of 
Income Tax Collection on Non-Fungible Tokens and the Legality of 
Collecting Income Tax on Non-Fungible Tokens. This writing uses the type 
of Doctrinal research by using a statutory approach and a conceptual 
approach with the aim of analyzing regulations relating to Income Tax in 
connection with Non-Fungible Token. From the research, it is concluded 
that regulations regarding Non-Fungible Tokens regulated to the extent of 
Crypto Assets which have an impact on ambiguity and legal vacuum in 
determining the basis of imposition and the tax rate imposed. Therefore, 
special arrangements are needed to determine the basis of imposition along 
with the rates imposed on income received and earned in connection with 
Non-Fungible Token. 
  
Keywords: Non-Fungible Token, Tax, Income Tax 
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